BAB IV

ARAH BARU PARTISIPASI POLITIK UMAT ISLAM

A. DIVERSIVIKASI PARTISIPASI POLITIK UMAT ISLAM

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang terbentuk
tanggal 13 Februari 1973 dan merupakan peleburan dari
partai-partai Islam (NU, Parmusi, PSII dan Perti) adalah
satu-satunya partai yang diproyeksikan sebagai partai
Islam. Akan tetapi, setelah tahun 1983 terjadi
keseragaman asas dan setelah dikeluarkannya UU na. 3
tahun 1985 tentang kepartaian, maka PPP mulai kehilangan
ciri atau identitas sebagai satu-satunya wadah untuk
mengartikulasikan kepentingan politik umat Islam.

Walaupun pada hakekatnya, umat Islam tidak
seluruhnya Dberafiiiasi dengan PPP. Sebagaimana ditulis
oleh Tobroni dan Syamsul Arifin, "Walaupun Dbeberapa
bagian umat Islam berafiliasi dalam partai Islam, namun
mengeneralisasikan umat Islam berada dalam irama dan
nuansa politik yang sama, adalah pandangan vang kurang
mendapatkan pijakan historis vang kokoh. !

Dengan mengitilangnya asas ciri keislaman, secara

1. Tobroni dan Syamsul Arifin, Islam Pluralisme
Budaya dan Politik, Refleksi Teologis untuk Aksi dalam
Keberagamaan dan Pendidikan, Sipress Yogyakarta cet.
Pertama 1884 hal. 71
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formal PPP telah menjadi partai terbuka bagi siapa saja,
termasuk terbuka untuk menerima golongan diluar Islam.
Ini berarti pula; dimulainya babakan baru untuk memulai
aktifitas politik tanpa label Islam, sekaligus menandai
babak terakhir dari sejarah partai politik Islam vyang
telah dirintis sejak 1912 dengan munculnya Syarikat
Dagang Islam (SDI)

Salah satu pertanyaan mendasar yang menyangkut
hubungan antara Islam dan politik adalah mungkinkah
aspirasi politik Islam dapat disalurkan tanpa melalui
partai Islam ? Bagi Umat Islam, persoalamn penerimaam

asas tidak hanya berhenti sampai disitu. Salah satu

masalah besar adalah follow-upnya, artinya dengan
tiadanya parpol Islam saat ini melalui saluran atau
wadah politik mana aspirasi politik Islam itu

diartikulasikan ? Dapatkah atau bersediakah ketiga orpol
yang ada menjadikan Islam sebagai salah satunya tolok
ukur segenap proses pengambilan keputusan politik ?
Disinilah aspirasi Islam tidak bisa dilepaskan dari arti
keberadaannya ditengah-tengah masyarakat vyang sedang
mengalami transformasi diberbagai segi kehidupan.
Pengambil kebijakan, dalam hal ini pemerintah dapat
meneruskan strategi tiga partai tanpa partai berlabel

Islam, tetapi dengan mengembangkan iklim politik yang
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lebih kondunsif terhadap Islam.

Adanya kecenderungan dari umat Islam yang aktif
diluar pentas politik, semata-mata hanya mencari saluran
yang lebih efektif. Walaupun saluran yang ada tersebut
tidak seefektif melalui jalur legislatif. BAkan tetapi
bila melihat sikap pemerintah saat ini ‘terhadap umat
Islam boleh terjadi "kemesraan" yang dulu pernah hilang
akan kembali sebagaimana awalnya, walaupun unsur-unsur
politis dibalik itu jelas ada. Sebab sebagai umat
mayoritas tentu pemerintah akan lebih mempertimbangkan,
apalagi bagi orpol-orpol. Hal ini menunjukkan bahwa umat
Islam akan lebih berperan dan menentukan, mengingat
kesan umum selama ini menunjukkan bahwa Islam sebagai
potensi kekuatan politik disubordinasikan oleh
kepentingan sekelompok orang dengan berkedok persatuan
dan kerukunan hidup beragama.

Belakangan ini - terutama era 90-an - Dboleh
dibilang pemerintah memberikan angin segar kepada umat
Islam. Hal ini tidak terlepas dari wupaya umat Islam
terhadap negara. Hubungan akomodatif antara 1Islam dan
negara berlangsung melalui dua arah: Arah negara

terhadap Islam, negara mengakomodasikan  kepentingan
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Islam. Arah Islam kepada negara Islam memberikan
dukungan positif terhadap beberbagai kebijakan.

Perjuangan umat Islam lebih merupakan gerakan
etik dari pada gerakan politik yang melakukan presure
terhadap kekuasaan. PPP yang berfungsi seperti ini pada
era 70-an, setelah dekade 80-an tidak mampu lagi
menciptakan citra sebagi wadah penyalur aspirasi politik
umat Islam. Selain karena faktor-faktor intermal dalam
dirinya, juga karena desakan-desakan ekternal yang sulit
dihindari.

BAda anggapan yang relatif sama di kalangan umat
Islam bahwa hubungan akomodatif pada saat ini adalah
sebuah kondisi yang dibutuhkan untuk mencapai target-
target politik di masa depan. Pada kenyataannya
reaktualisanya memiliki nuansa-nuansa yang berbeda satu
sama lain. Munculnya ICMI era 90-an yang menjadi wadah
Cendikiawan Muslim, pada tingkat negara berusaha
mempengaruhi proses pengambilan politik, baik dalam hal
keputusan politik yang berkaitan erat dengan rekrutmen
elite --sepeti Dbanyaknya menteri Islam dikabinet--
maupun produk-produk kebijakan negara. Begitu juga
dengan Muhammadiyah yang menjalankan politik alokatif
dengan istrumen lobying, termasuk mengadakan bargaining

dengan Presiden Soeharto, sementara NU sebagai lembaga
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tradisional dengan basis pesanteren lebih mengandalkan
penggalangan masa.

Namun demikian harus diakui bahwa dengan
timbulnya pola hubungan yang saling mengakomodasi, maka
Islam memiliki akses terhadap kekuasaan, paling tidak
kalangan Islam mempunyai peluang wuntuk menetralisasi
sikap-sikap seperrti yang terjadi pada masa sebelumnya

yang mempunyai Kecenderungan memojokkan Islam.>

B. PERSPEKTIF BARU YANG DIDAMBAKAN

Kehadiran politik umat Islam dalam formatnya yang
sekarang merupakan konsekwensi dari perubahan
konfigurasi politik nasional, dimana pemerintah,
khususnya Presiden Soeharto menganggap perlu untuk
mengakomodasikan Islam, karena Islam mieerupakan  sebuah
kekuatan yang real.?

Golongan Karya yang lebih besar kemungkinannya
untuk makin mendekatkkan "sayap Islam" harus lebih tegas
mengakui potensi besar umat Islam dengan segala resiko

yang mengiringinya dan tidak sekedar untuk kepentingan

3. Afan Gaffar, Politik Indonesia 1990-an:
Rejuvenasi Aliran? Makalah Seminar Nasional Agama
Pembangunan dan Globalisasi LKPS Surabaya 1998, halaman
13

4. Ibid. halaman 15
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taktis-politis pada saat memerlukan dukungan umat Islam.

Dalam hal ini, yang mampu untuk mewadahi
sekaligus menjadi corong aspirasi umat Islam adalah
Golkar, sebab dengan kebesarannya sekaligus sebagai
"Single Mayority" Golkar dapat berkehendak lebih banyak.

Golongan Karya memang bukan partai agama, akan
tetapi melihat apa yang dilakukan selama ini terasa jauh
berbeda. Nuansa-nuansa lslam kian nampak di dalamnya.
seperti dalam lembaga tinggi negara, MPR, Golkar pun
memiliki wakil-wakil golongan ulama dan cendikiawan
muslim. Dengan demikian, Golkar telah benar-benar
sarana untuk mempertautkan negara dengan Islam atau
setidak-tidaknya personel-personel tersebut akan
memperjuangkan aspirasi Islam.

Seperti kedekatan Abdurrahman Wahid dengan Mbak
Tutut, misalnya, atas nama NU dalam kedudukannya sebagai
anggota fraksi Karya Pembangunan memperjuangkan masuknya
pesanteren dalam GBHN. Kenyataan seperti ini tentu tidak
sejalan dengan pemikiran wumat. Disatu pihak mereka
berkoar-koar mencari saluran untuk menyalurkan politik
mereka melalui kekuatan politik manapun -~-karena
tiadanya partai Islam-- namun disisi lain mereka Dbisa
memahami kehadiran tokoh Islam dalam wadah politik yang

tidak memiliki.hubungan historis dengan partai-partai
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Islam. Sehingga tidak jarang mereka mengutuk, mencela
eksponen dari kalangan mereka sendiri yang terjun di
dalam lebaga politik Golkar lebih-lebih PDI.

Kedatipun Islamisasi Islam Golkar adalah satu hal
yang absurd, tetapi patut di pertanyakan jika umat
Islam +tetapi tidak arif dalam membaca perkembangan
politik, tidak realistis dalam melihat konstelasi
politik yang makin terbuka terhadap berbagai pengaruh
yang ditawarkan oleh kelompok-kelompok lainnya. Tidak
jujur mengakui potensi diri di tengah~-tengah persaingan
dengan pihak lain serata tidak pula memperkaya nuansa
dalam apresiasi situasi yang tidak pernah kebal dari
kemungkinan pergeseran.

Sebaliknya terlalu berserah diri pada PPP juga
bukan pilihan terbaik, begitu juga terhadap PDI. Karena
itu yang paling urgen sebenarnya adalah kembali memahami
arti keberadaan asas tunggal, dengan demikian vyang
dituntut bagi umat Islam adalah ketegasan arti
penerimaan dasar negara tersebut untuk menjadikan
negara sebagai lahan pengabdian kepada Allah dalam
mengahadapi realitas kehidupan.

Dalam situasi sekarang tampaknya umat Islam harus
melihat Golkar sebagai realitas politis yang masih dalam

proses dan akan selalu dinamis. Sebagaimana yang telah
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dilakukan oleh umat Nasrani misalnya, telah bisa
menikmati kenyamanan "“berlindung” di bawah pohon

beringin tersebut. Sehingga tidak mustahil bila mereka

sudah exist, suatu ketika akan menampakkan diri.
Mengingat czontribusi umat Nasrani dalam memenuhi
tuntutan peradaban modern di Indonesia saat ini sangat

menonjol, bahkan dalam berbagai Dbidang Yyang paling
gtrategis dan prestigious mercka jauh lebih unggul dari
umat Islam.

Olch karenanya dibutuhkan kerangka ocperasional
partigipatif aktif umat Isglam dalam politik vang
didukung oleh potensi umat Islam 7Yyanhg sesungguhnya.
Secara tentatif dapat dikatakan bahwa umat Islam perlu
menyusun slrategi ganda, Pertama, stratogi jangka
pendek. Umat Islam harus mampu mencari tempat afiliasi
yang banyak menawarkan program yang mampu menopang
kebhinekaan khazanah masyarakat Islam. Kedua, strategi
jangka panjang. Berupa penyiapan kerangka politik secara
pragmatik dengan bertitik tolak dari kenyataan budaya

politik di Indonesia.>

5. Karim, Op-cit hal. 28-29



